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ABSTRAK 

 

Skripsi dengan judul “Akumulasi Pidana Pokok dalam Perkara Gabungan Tindak  

Pidana, (Studi Kasus Putusan Nomor 631K/Pid.Sus/2016).” 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan bahwa Indonesia 

sebagai negara hukum harus melindungi warganya dari penerapan hukum yang 

semena-mena. Di Indonesia yang merupakan negara hukum, maka asas keadilan, 

kepastian hukum menjadi sangat penting terutama di dalam hukum pidana, dan 

juga hukum pidana ekonomi. Apakah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa 

sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, atau sebaliknya. Fokus penelitian ini 

adalah kepada penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan gabungan tindak 

pidana yang melanggar beberapa undang-undang yang berbeda (studi kasus 

putusan no. 631 K/Pid.Sus/2016), serta penerapan penjatuhan sanksi pidana 

pengganti yang melebihi batas maksimum hukuman penjara yang ditentukan 

(studi kasus putusan no. 631 K/Pid.Sus/2016). Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap gabungan tindak pidana, yang 

melanggar beberapa undang-undang yang berbeda dan juga untuk mengetahui 

penerapan penjatuhan sanksi pidana pengganti yang melebihi batas maksimum 

dari hukuman penjara yang ditentukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode penelitian normatif yaitu dengan cara mengindentifikasikan dan 

mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, peraturan perundang – undangan 

yang berlaku pada suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat dan juga untuk 

memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta yang mencakup 

penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, 

penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian 

perbandingan hukum yang seluruhnya secara khusus berkaitan dengan instrumen 

hukum. Hasil penelitian dan pembahasan di dalam penelitian ini adalah : bahwa 

dalam kasus tersebut hakim menerapkan putusan untuk permasalah penggulangan 

tindak pidana dengan mengunakan pasal 12 ayat (4) dimana hukuman penjara 

tidak boleh melebihi dari 20 tahun, tetapi hakim juga menjatuhkan pidana denda 

yang merupakan pidana pokok tersebut tidak dapat dieksekusi jika tidak 

dibayarkan oleh terdakwa, karena jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan, 

maka hukuman yang diterima terdakwa melebihi ketentuan hukum yang berlaku.  

  




